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PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP 
PESERTA DIDIK OLEH GURU DI KABUPATEN PATI 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan 
terhadap peserta didik oleh guru di dalam lembaga peradilan dan di luar lembaga 
peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris berupa 
mengumpulkan kemudian meneliti data sekunder dilanjutkan dengan meneliti data 
primer yang di peroleh dari lapangan. Untuk mengetahui proses penyelesaian 
perkara kekerasan terhadap peserta didik oleh guru melalui jalur litigasi dan non 
litigasi. Untuk menguatkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan berdasarkan dari 
olah TKP, hasil Visum et Repertum dan keterangan saksi-saksi. 
 
Kata kunci:  kekerasan, peserta didik, guru   
 
Abstract 
This study aims to determine the process of resolving cases of violence against 
learners by teachers in the judiciary and outside the judiciary. The method used is 
empirical juridical form then examined secondary data gathering followed by 
examining primary data obtained from the field. To know the process of the 
settlement of violence against learners by teachers through litigation and non-
litigation. To reinforce the elements - elements of Article indicted based on the 
crime scene, the results of a post mortem and witness testimony - a witness. 
 
Keywords: violence, students, teachers 
 
1. PENDAHULUAN 
Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah sebagai suatu lembaga yang 
melibatkan guru dan peserta didik. Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi 
peserta didiknya. Guru tidak hanya mentranfer ilmu pengetahuan, namun juga 
budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi peserta didik yang 
diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Namun dalam 
pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan-
tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik 
yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik atau pun kata-kata 
yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum 
pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak 
pidana di bidang pendidikan.
1
 
                                                             
1
A. Ridwan Halim, 1985, Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan filosofis-edukatif, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, hal. 41 
2 
 
Fenomena ini seperti dalam kasus yang terjadi pada seorang peserta didik 
di SMPN 1 Tambakromo, Kabupaten Pati, bernama Sony Permadi, mengaku 
ditonjok guru berulangkali di bagian mulut karena tak bisa bernyanyi dengan 
suara merdu alias fals.
2
 Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-
undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”. Selanjutnya 
ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia 
menyatakan “Hubungan guru dengan anak didik: (f) Guru menjalin hubungan 
dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri 
dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan”. Pasal 54 ayat 
(1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan 
“Anak di dalam lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan 
dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak 
lain”. Berdasar aturan tersebut jelas tindakan kekerasan tidak diperbolehkan dan 
bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.
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Dari hasil pemaparan di atas, kemudian penulis menarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan yaitu; (1) Bagaimana proses penyelesaian 
perkara kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru dalam 
lembaga Peradilan maupun diluar Peradilan; (2) Apa yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan terhadap peserta didik oleh 
guru. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses 
penyelesaian perkara kekerasan terhadap peserta didik oleh guru, serta untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan 
terhadap peserta didik oleh guru. 
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2. METODE  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena 
penelitian ini berupaya untuk menjelaskan proses penyelesaian kekerasan 
terhadap peserta didik oleh guru. Metode pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 
untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 
di lapangan-lapangan.
4
 Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran 
secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara 
tepat. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.  Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan terhadap Peserta Didik oleh 
Guru 
3.1.1. Penyelesaian di dalam Lembaga Peradilan 
Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing 
tehapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. 
Dengan melalui institusi, maka proses peradilan pidana dapat dikelompokkan 
menjadi tiga tahap yakni :
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Pertama, Tahap Penyidikan di Kepolisian. Proses penyelesaian perkara 
kekerasan peserta didik oleh guru di kabupaten Pati yang melalui lembaga 
peradilan ada sebanyak 3 kasus. Perkara dengan nomor putusan 
62/Pid.Sus/2015/PN.Pati, dengan terdakwa guru bernama Woro Subekti, S.Pd., 
telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau 
penganiayaan terhadap anak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara 
memukul mulut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal dan 
menjewer telinga korban. Sehingga korban mengalami luka gores dan bengkak di 
pipi kanan, luka di bibir bawah, luka gores pada telinga kiri dan kanan di 
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tunjukkan dengan hasil Visun Et Repertum Nomor 445/12/2015. Perbuatan 
tersebut dilaporkan oleh orang tua korban kepada pihak kepolisian untuk di proses 
hukum. Pada kasus tersebut polisi melakukan penyidikan setelah adanya laporan 
orangtua korban mengenai dugaan adanya kekerasan peserta didik oleh guru. 
Sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak di dalam lingkungan suatu 
pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, 
kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”, maka harus ada penanganan 
terhadap kasus tersebut. Dari laporan tersebut kemudian oleh atasan penyidik  
menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan yang 
menugaskan Penyidik dan Penyelidik untuk melakukan olah TKP. 
Berdasarkan hasil olah TKP kemudian dilakukan Gelar Perkara menurut 
peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang mana gelar perkara merupakan 
rangkaian proses penyidikan, untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan 
tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Gelar perkara ini juga menentukan 
apakah kasus tersebut dapat dilakukan penyidikan minimal dengan adanya 2 (dua) 
alat bukti, yang mana alat bukti tersebut digunakan untuk mencari atau 
menentukan Tersangka. Serta minimal dengan 2 (dua) alat bukti dapat 
dipergunakan upaya paksa untuk menangkap, menahan, menyita dan sebagainya. 
Dalam perkara tersebut penyidik menetapkan 2 (dua) alat bukti yaitu hasil Visum 
Et Repertum Nomor 445/12/2015 yang dalam pemeriksaannya memberikan 
kesimpulan bahwa korban mengalami luka bengkak di pipi kanan dan luka gores, 
tampak luka gores di bibir bawah, dan luka gores ditelinga akibat benda tumpul. 
Dan alat bukti selanjutnya adalah keterangan saksi yang diajukan, yang telah 
melihat perkara tersebut. 
Selain menetukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, gelar perkara juga 
dapat menentukan Pasal yang menjerat Pelaku. Penyidik dalam menjerat kasus 
kekerasan peserta didik oleh guru menggunakan Pasal 80 ayat (1) UURI No 35 
Tahun 2014 perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yakni “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 76C, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. 
Sedangkan yang dimaksud pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 berisikan, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak”. 
Penyelidikan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bukti serta saksi-
saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Proses penyidikan dilakukan menurut 
pasal 1 butir 2 KUHAP serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. Setelah ditemukan atau ditentukan tersangkanya yaitu Woro 
Subekti, S.Pd., kemudian di panggil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 
terhadap tersangka, saksi beserta saksi korban, terkait dengan tindak pidana yang 
di laporkan. Setelah pemeriksaan lengkap maka berkas perkara dilimpahkan 
kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam hal 
penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas 
tersangka dan barang bukti pada penuntut umum (Pasal 8 ayat 3 KUHAP). 
Kedua, Tahap Penuntutan di Kejaksaan. Dalam proses penyelesaian kasus 
kekerasan peserta didik di Kejaksaan Pati dengan nomor perkara 
62/Pid.Sus/2015/PN.Pati, dimulai dari Jaksa Penuntut Umum menerima hasil 
penyidikan oleh Penyidik kepolisian untuk kemudian Penuntut Umum 
mempelajari dan meneliti berkas perkara dari segi formil dan materiil. Terkait dari 
segi formilnya mencakup surat perintah penahanan, surat ijin penyitaan dari 
Pengadilan Negeri, penunjukan penasihat hukum apabila ada, SPRINDIK (surat 
perintah penyidikan). Dan dari segi materiilnya mencakup Pasal yang 
disangkakan kepada Tersangka mengenai kekerasan terhadap anak Pasal 80 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, identitas saksi dan tersangka, masa 
penahanan dengan jangka waktu 20 hari apakah ada perpanjangan atau tidak, surat 
penunjukan Penasehat Hukum apabila ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun 
serta isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Penyidik. BAP harus menceritakan 
secara runtut dan jelas mengenai kronologi perkara tindak kekerasan anak didik 
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yang di lakukan oleh terdakwa sebagai guru. Mengenai proses selanjutnya  
apabila berkas sudah lengkap kemudian JPU membuat surat dakwaan yang akan 
di dakwakan pada tersangka beserta tuntutan hukumnya, untuk kemudian di 
limpahkan berkas perkara dan dakwaan ke Pengadilan. 
Dalam mengajukan tuntutan di persidangan Penuntut Umum juga 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari diri 
Terdakwa. Hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban 
mengalami luka lebam, pusing dan perih apalagi Terdakwa adalah seorang guru 
yang seharusnya bersikap lebih sabar, arif dan bijaksana. Kemudian hal yang 
meringankan berupa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, dan antara 
korban dan Terdakwa telah ada perdamaian, Terdakwa berterus terang dan 
mengakui perbuatannya. Sebelum surat tuntutan dibacakan dalam persidangan 
terlebih dahulu diajukan rencana tuntutan pada Kepala Kejaksaan Negeri untuk 
persetujuannya, untuk kemudian dilimpahkan berkas perkara dan dakwaan ke 
Pengadilan Negeri. 
Ketiga, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Penanganan perkara kekerasan 
peserta didik oleh guru dengan nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Pati, proses 
persidangan perkara dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut Umum yang 
menangani perkara yang akan di sidangkan menghadirkan Terdakwa Woro 
Subekti, S.Pd., di muka persidangan. Setelah identitas terdakwa di tanyakan 
dengan benar maka Penuntut Umum mulai membacakan surat dakwaannya. 
Selesai Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Hakim memberi kesempatan 
kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan atau 
sering disebut sebagai eksepsi yang berisikan mengenai Pengadilan tidak 
berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan harus di batalkan. Kemudian 
setelah itu Penuntut Umum membuat jawaban atas keberatan tersebut. Untuk 
melanjutkan ke agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian, maka Hakim 
mengeluarkan putusan sela. 
Pada sidang pembuktian, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk 
menghadirkan saksi dan barang bukti ke muka persidangan. Sebelum dimintai 
keterangan, saksi di sumpah terlebih dahulu. Hakim memeriksa saksi dari apa 
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yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan sesuai dengan kejadian yang diperbuat 
oleh Terdakwa. Setelah itu keterangan saksi disesuaikan dengan barang bukti 
yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Hakim yang telah selesai memeriksa saksi 
menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan yang di berikan oleh saksi 
sesuai dengan kejadian yang dilakukan atau tidak. Selain itu Hakim juga 
menawarkan pada terdakwa untuk menanyakan pada saksi apabila ada pertanyaan. 
Setelah selesai pemeriksaan saksi dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa. 
Dalam pemeriksaannya tidak dilakukan sumpah karena Terdakwa mempunyai hak 
untuk mengingkar. Apabila Hakim merasa perlu untuk menghadirkan saksi ahli 
demi lancarnya sidang pembuktian maka saksi ahli dapat dihadirkan di muka 
persidangan. 
Proses sidang selanjutnya apabila ada agenda pembuktian sudah selesai, 
Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan membacakan surat tuntutan 
dihadapan Hakim dan Terdakwa. Hakim yang sudah mendengar dan menerima 
tuntutan dari Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau 
Kuasa hukumnya untuk melakukan sanggahan terhadap tuntutan yang berupa 
pembelaan atau biasa disebut sebagai pledoi dan diakhiri dengan tanggapan 
Penuntut Umum atas sanggahan tersebut. Proses persidangan diakhiri dengan 
pembacaan putusan atas dasar fakta-fakta yang ada dalam persidangan seperti 
keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keyakinan 
Hakim. 
3.3.2. Penyelesaian di Luar Lembaga Peradilan 
Praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak 
memiliki landasan yuridis.
6
 Dalam proses penyelesaian perkara pidana diluar 
pengadilan, Barda Nawawi Arif mengungkapkan bahwa tidak ada aturan yang 
mengatur mediasi penal dalam sistem peradilan pidana. Celah untuk melakukan 
Mediasi hanya bisa melalui Political Will atau Diskresi dari penegak hukum, 
penggantian kerugian dari pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, hanya 
sebatas pertimbangan keringanan hukuman dalam putusan majelis hakim.
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Proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak didik melalui jalur 
non litigasi yang ada di Polres Pati berjumlah 2 kasus. Hal ini menggambarkan 
bahwa polisi pro akan adanya proses penyelesaian perkara melalui jalur non 
litigasi untuk mendapatkan keadilan di kedua pihak. Sebagai contoh perkara 
dengan nomor laporan LP/165/V/2012/JTG/RES.PT terkait kekerasan peserta 
didik dengan tersangka Bambang, usia 50 tahun adalah guru BP di SMPN 2 Pati, 
dan korbannya merupakan peserta didik pada SMPN tersebut, di capai 
penyelesaian dengan kekeluargaan dan kasus tersebut tidak berlanjut pada proses 
persidangan. Proses mediasi dengan tersangka Bambang dilakukan di kantor 
Polres Pati, dengan mempertemukan kedua pihak yang mana mediatornya adalah 
penyidik kepolisian yang mencapai kesepakatan bahwa kasus tersebut selesai 
dengan kesepakatan secara tertulis di kepolisian yang pokok isinya adalah pihak 
korban tidak akan menuntut serta mencabut laporan dari orangtua korban dan 
Terdakwa memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 3.00.000,00 kepada saksi 
korban.  
Akan tetapi, di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai atau 
menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, seharusnya proses hukum dari 
kekerasan peserta didik ini tidak bisa dihentikan, dan akan tetap berjalan sesuai 
dengan ketentuan KUHAP. Apabila perkara sudah dilaporkan pada kepolisian 
maka hasil mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan dengan akta 
perdamaian sifatnya hanya untuk memperingan tuntutan pada Terdakwa di 
pengadilan. Menurut penulis, kasus pada nomor laporan 
LP/165/V/2012/JTG/RES.PT dan LP/B/169/VI/2013/JTG/RES.PT terkait 
kekerasan peserta didik seharusnya tetap bisa berlanjut sampai putusan 
persidangan walaupun sudah ada perdamaian antara kedua pihak. 
 
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan terhadap 
Peserta Didik oleh Guru 
Putusan Hakim dengan nomor perkara 10/Pid.Sus/2014/PN.Pati 
berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan Hakim dari alat bukti yang telah 
diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah 
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memenuhi unsur-unsur Pasal 80 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang 
Penganiayaan terhadap Anak. Menurut penulis, putusan tersebut perlu ditinjau 
kembali, karena dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak 
ada yang menguatkan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan 
terhadap korban tersebut, kecuali saksi korban yang mengatakan. Dari keterangan 
saksi korban menjelaskan bahwa pada saat terjadi penganiayaan pada diri korban, 
banyak murid-murid dan guru yang melihat. Akan tetapi saksi yang diajukan oleh 
Penuntut Umum tidak ada yang menguatkan bahwa saksi melihat adanya 
penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Selain itu surat keterangan medis nomor 
D2/826/XI/2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan 
bahwa korban mengalami luka akibat penganiayaan. 
Selanjutnya untuk nomor perkara 77/Pis.Sus/2014/PN.Pati Hakim 
memutus perkara bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan atau 
penganiayaan anak. Pada perkara ini unsur-unsur dalam Pasal 80 Undang-Undang 
Nomer 23 Tahun 2002 tentang Penganiayaan terhadap Anak terpenuhi yaitu unsur 
“Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Basuki dengan kebenaran 
identitasnya dan kecakapannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
dan unsur “yang melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau 
penganiayaan terhadap anak” dalam perkara ini telah terbukti dengan sengaja 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada anak. Selain itu Terdakwa dengan 
keterangannya membenarkan bahwa telah dengan khilaf langsung 
ngrawuk/mencakar wajah korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan 
kanan, pada waktu itu posisi terdakwa dan korban berhadapan hadapan lalu 
terdakwa meremas mulut korban sebanyak 1 kali dan telapak kanan terdakwa 
menempel di pipi kiri korban dengan keras mendorongnya ke atas. Dan dari hasil 
Visum et Repertum menjelaskan pula bahwa korban mengalami luka lecet pada 
kelopak mata, dan memar pada pipi sebelah kanan, kesimpulan dari hasil 
pemeriksaan bahwa korban mengalami trauma akibat benda tumpul. Dalam 
putusan tersebut diatas hakim memutus perkara sudah tepat dengan 
mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keyakinan hakim, juga 
hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. 
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Pada nomor perkara 297/Pid.B/2010/PN.Bwi berdasarkan hasil 
pertimbangan Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan 
yang di dakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut 
pertimbangan Hakim dalam perkara ini sesuai dengan yurisprudensi MA yang 
menyatakan guru tidak dapat dipidana dalam rangka mendisiplinkan siswa. 
Menurut penulis putusan tersebut perlu ditinjau kembali, karena dari keterangan 
saksi korban yang  di benarkan oleh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 
korban di bagian betis kanan 5 kali dan betis kiri 5 kali dengan menggunakan 
penggaris kayu. Dan diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit 
Umum daerah Blambangan Nomor 159/2010 dengan hasil pemeriksaan adanya 
pendarahan di bawah kulit pada tungkai kanan belakang dan tungkai kiri belakang 
disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Selain itu fakta-fakta dalam 
persidangan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar 
Pasal 80 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum.  
Dengan pertimbangan Hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 80 (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah 
terpenuhi secara sah menurut hukum harusnya Terdakwa tidak dibebaskan dari 
segala tuntutan. Meskipun dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan tentang 
yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan guru tidak dapat dipidana 
dalam rangka mendisiplinkan siswa, akan tetapi seharusnya Hakim tidak hanya 
mempertimbangkan aturan tersebut. Di tegaskan oleh Bertha Arry Wahyuni
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meski mungkin aturan yurisprudensi Mahkamah Agung jadi pertimbangan, akan 
tetapi tidak semata-mata hanya aturan itu yang di terapkan. Hakim juga harus 
melihat dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, kondisi korban, 
keterangan saksi, dan bukti yang diajukan untuk mencapai keadilan bagi 
Terdakwa dan korban kekerasan, tidak memihak pada salah satunya. 
Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan hukum yang berarti 
dalam menyelenggarakan peradilan tugas Hakim adalah menegakkan hukum. Para 
                                                             
8
Bertha Arry Wahyuni, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Wawancara Pribadi, Senin, 3 April 2017, 
pukul 09.30 WIB 
11 
 
pihak yaitu Jaksa dan Terdakwa mengharapkan Hakim akan menerapkan hukum 
yang berlaku. Tidak hanya kedua belah pihak itu namun perkara yang menarik 
perhatian masyarakat juga mengharapkan Hakim dalam memutus perkara sesuai 
dengan aturan hukum yang ada. Tidak hanya sesuai dengan hukum namun juga 





Pertama, proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap peserta didik 
oleh guru dapat di selesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Melalui jalur 
litigasi ada 3 (tiga) tahap yakni; (a) Tahap Penyidikan di Kepolisian, dilakukan 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka terkait 
perkara kekerasan terhadap peserta didik; (b) Tahap Penuntutan di Kejaksaan; 
JPU membuat dakwaan pada tersangka mengenai perkara kekerasan terhadap 
peserta didik beserta tuntutan hukumnya yang dilakukan oleh guru; (c) Tahap 
Pemeriksaan di Pengadilan, dimana tersangka adalah seorang guru diperiksa dan 
diadili mengenai perbuatannya yang mana dibuktikan dalam proses persidangan. 
Proses penyelesaian melalui jalur non litigasi di tempuh dengan melakukan proses 
mediasi dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator, pihak ketiga untuk kasus 
ini adalah penyidik kepolisian untuk memediasi kedua pihak yang berselisih 
antara tersangka dan korban atau keluarga korban, kemudian mempertemukan 
masing-masing pendapat serta menawarkan jalan keluar permasalahan agar dapat 
menemukan kata sepakat, dan demi keadilan tersangka maupun korban kekerasan. 
Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kekerasan peserta 
didik oleh guru berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. 
Melihat dari Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum untuk kemudian di 
buktikan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang 
bukti, Petunjuk, Surat hasil Visum et Repertum. Hakim selanjutnya memutus 
berdasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari Pasal yang 
didakwakan. 
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